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Salah satu sudut atau t11ik pandang keberhasllan pongololaan suatu 
organisasi adalah penhal pengadaan barang dan 1a�a yang terdapat dalam 
pelaksanaan kef')a orang-orang dalam organisas1. Banyak faktor yang dapat 
menimbulkan keberh<1sllan kerja suatu organisas1 diantaranya adalah dengan cara 
pengadaan barang d.1n 1asa agar organ1sasi tersebut dapat berialan. Pengadaan 
barang dan 1asa merupakan bagian dari ilmu Hukum Adm1nlstrasi Negara karena 
pada dasarnya konsep y<Jng dilerjemahkan dalarn hal ini adalah konsep perlakuan 
instans1 pe111ennlah dolam niengadakan pelayan<1n kcpad<J masyamkat, sehingga 
kornpleks1tas permasalahan akan menjulang ke atas apablla instansi pernerintah 
tersebut tidak dapat melayan1 kepentingan rnasyarakat d1sebabkan lldak g"lemiliki 
sarana dan prasaranu ko1ntor, seh1ngga dalam hal int d1butuhkan pelaksanaan suatu 
s1stem adm1nistras1 pengadaan barang dan jasa 

Agar terc1pla pengadaan barang dan 1asa dan pemba91an yang 1elas maka 
peranan p1mpman untuk mohhat dengan 1elas segala sesuatu yang men1ad1 
kebutuhan para pegawa1 terhad11p barang atau perabotan yang menJadi kebutuhan 
dalam bekerja. sehingga konflik-konOik adm;ntslrasi khususnya t1ndakan unsur 
pemerintahan s1,1atu instans1 pemenntah tidak menJadi class action bagi masyarakat 
untuk meminta pertanggung 1awaban suatu instans1 pemenntah dalam mengadakan 
pelayanan. 

Adapun yang rnen1ad1 t1hk tolak pem1asalahan d1dal;lm pembahasan skripsi 
Int adalah: 

Apakah aklbat hukum secara admmistrasi negara tindakan-tmdakan 
penyelewengan alas pelaksanaan sistem adm1mstrasi pengadaan barang dan jasa di 
hrigkungan instansi pcmenntah • 

Setelah d1lakukan pembahasan maka dapat d1ketahu1 . 
1 Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kantor d1 D1nas Perhubungan Prop1nsi 

Sumatera Utara belum sepenuhnya sesua1 dengan bcntuk pengendalian intern 
yang memada1, hal terscbut dapat tertihat dari : 
a Prosedur ker1a yang terlalu rum1t dan rnembutuhkan waktu yang lama, pada 

masalah im pcgawai d1 Dmas Perhubungan Propms1 Sumatera Utara untuk 
mendapatkan bar:ing kantor int terleb1h dahulu harus menomui beberapa 
bag1an sekahgus mem1nt<1 persetujuan 
Akhirnya w;:iktu yang �eharusnya telah dapat d1selesa1kan sesumu pekeriaan, 
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ak1ba1 prosedur 1111. hab1s terpakai untuk menemu1 bag1an-bag1an yang 
be1kompeten untuk 1tu 

b. Tingkat pengt::tahuan dan keahhan seorang pegawa1 merupakan unsur muttak 
dalam akt1vitas yang mereka lakukan, namun dalnrn instansi ini tingkat 
pengetah�1ai1 d. in keahltan im belum mendapat perhatian yang sertus di mana 
rnasih terd;ipa111ya pugawai yang merasa pekeriaannyu hdak sesua1 dengan 
tingkat pengetahuan dan keahlian yang dimihkinya 

c. Mutu suatu ba 1 ang/peralatan kantor akan dapat menc1ptakan peker1aan yang 
leb1h ba1k dan cepat karena pegawa1 lidak akan menemu1 kesuhtan-kesuhtan. 
juga hasil yang d1harapkan sesuai dengan ke1nginannya, tetap1 pada D1nas 
Perhubungan Prop1ns1 Sumatera Utara 101 sebag1an kwatrtas barang/peralatan 
kantor belum momenuh1 ke1ng1nan sebenamya dan pegawa1, seh1ngga 
terdapat keluhan-keluhan dalam men1alankan akt1v1tasnya 

d 81mb1n9an d:m p1mpman pent1ng sekah artonya <igar pegawa1 paham akan 
bentuk dan 1ems barang yang akan d1operasil<an Dengan bentuk b1mb10gan 
yang terdapat pada 1nstansi 101 d1harapkan pegawa1 akan leb1h menger!t dan 
dapat mendaya-gunakan set1ap barang/peralatan secara maks1mal 

2 Pelaksanaan p.:ngadaan barang dan iasa di hngkungan Dmas Perhubungan 
Propinsi Sumatera Utara c11dasarl<an kepada Keputusan Gubernur Tetap1 dalam 
kenyataannya SK gubernur tersebut hdak sesual dengan nihi1 barang dan Jasa 
yang terdapat d1pasaran Hendaknya keputusan gubernur tersebut didasarkan 
kepada survei yang paht serta d1evaluasi selama 3 bulan sekah. 

3 Pengangkatan bcndahamwan d1 lingkungan Dinas Perhubu11gan Prop1nsi 
Sumatera Utara khususnya serta umumnya di Propons1 Sumalerq, Utara 
hendaknya d1dasarkan kcpada ketentuan go!ongan dan kepangkatan yang 
sesuai bukan d1dasarkan dcngan kepercayaan p1mp1nan alau kedel<,atan dens.a.n 
pimpinan semata 
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